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A

Sehubungan surat Saudara dengan nomor : 416/Parisada P/IV/2016.-
tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Perpanjangan SKT, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia telah disahkan sebagai badan
hukum perkumpulan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
nomor AHU-101.AH.01.07. Tahun 2012;

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Pasal 15 disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan badan
hukum yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT);

3. Sehubungan dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia telah mendapat status
badan hukum perkumpulan dari Kementerian Kehakiman dan HAM, maka
tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Keterangan
Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.
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